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Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Prodi PPKn FKIP UNSRI dalam
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Prodi
PPKn FKIP UNSRI dalam Memenuhi Kewajiban Memiliki Surat 1zin Mengemudi (SIM)
C, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif.
Pengambilan sampel menggunkan teknik Nonprobability Sampling tipe purposive
sampling dan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, kuesioner dan wawancara.
Populasi penelitian berjumlah 220 orang sehingga diambil sampel sebanyak 69
respondeen menggunakan rumus Slovin dengan taraf siginifikansi sebesar 10%.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa
Prodi PPKn FKIP UNSRI dalam Memenuhi Kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemudi
(SIM) C adalah sedang. Hal tersebut dibuktikan dengan indikator; tingkat pengetahuan
hukum yang sedang, pemahaman hukum yang sedang, sikap hukum yang sedang dan
perilaku hukum yang tinggi. Secara umum tingkat kesadaran hukum mahasiswa
diperoleh hasil dari 69 responden terdapat sejumlah 18 (26,09%) responden memiliki
tingkat kesadaran hukum yang rendah, sejumlah 38 (55,07%) responden memiliki tingkat
kesadaran hukum yang sedang dan sejumlah 13 (18,84%) responden memiliki tingkat
kesadaran hukum yang tinggi. Faktor yang dapat memengaruhi kesadaran hukum
mahasiswa terhadap kepemilikan Surat 1zin Mengemudi (SIM) C yaitu faktor motivasi
yang tinggi, pengetahuan mengenai informasi hukum yang jelas, lingkungan tempat
tinggal sebagai pembentuk budaya hukum, adanya (punishment) penegakkan hukum dari
pihak berwajib sehingga menimbulkan rasa takut dan sadar hukum.

Kata-kata Kunci: Kesadaran Hukum, Kewajiban Memiliki Surat 1zin Mengemudi (SIM)
C, Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum.
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ABSTRACT

This study aimed to see the level of legal awareness of Students of the Civics Education
Study Program FKIP UNSRI in fulfilling the obligation to have a Driving License (DL)
type C, and used a quantitative approach with descriptive method. The sample of this
research was using Non-Probability Sampling technique with Purposive Sampling type,
and the data collection techniques of this research were through documentation,
questionnaire and interview. The population of this study was 220 people, so that 69
respondents were taken as sample using the Slovin formula with a significance level of
10%. Based on the results of the study, it showed that the level of legal awareness of
Students of Civics Education Study Program FKIP Unsri in fulfilling the obligation to
have a Driving License (DL) type C was moderate. This was determined by indicators;
the moderate level of legal knowledge, the moderate understanding of the law, moderate
legal attitudes, and the high legal behavior. Generally, the level of legal awareness of
students obtained from 69 respondents, there were 18 (26.09%) respondents who had a
low level of legal awareness, 38 (55.07%) respondents had a moderate level of legal
awareness, and 13 (18, 84%) of respondents have a high level of legal awareness.
Factors that can affect students' legal awareness of ownership of a Driving License (DL)
type C, namely high motivation factors, knowledge of clear legal information, the
environment in which they live as a form of legal culture, and the existence of law
enforcement from the authorities, causing fear and aware of the law.

Keywords: Legal Awareness, Driving License (DL) C Ownership, Factors that Influence
Legal Awareness.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 1
ayat (3) segala aktivitas dan kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara harus berdasarkan hukum dan tunduk pada peraturan yang berlaku.
Kedudukan hukum dalam kehidupan menjadi suatu hal yang sangat penting agar
hak dan kewajiban dapat berjalan dengan seimbang. Hukum dapat berjalan
dengan baik ketika ada kesadaran hukum dari warga negara untuk ikut serta dalam
pelaksanaan hukum. Hal tersebut tercermin melalui perilaku dan sikap hukum dari
setiap warga negara. Menurut E. Utrecht dalam (Kansil, 2018: 38)
mengemukakan bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan yaitu
berupa perintah ataupun larangan yang mengatur suatu tata tertib dalam
kehidupan masyarakat, karena itu harus ditaati oleh masyarakat tersebut.

Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hukum tertulis karena
memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sanksi yang tegas bagi
pelanggarnya, baik sanksi denda ataupun penjara. Hukum dapat dijadikan
petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat. Kurnisar (2017) dalam jurnalnya
(https://ejournal.ac.id/index.php/jbti/article/view/4600/pdf), diakes pada pada 25

September 2020, mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu petunjuk
mengenai tingkah laku dan sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan
ketertiban. Hukum dapat dianggap sebagai perangkat sistem kerja sosial yang
melaksanakan tugasnya dengan menentukan langkah-langkah yang harus
dilakukan dalam mengatur tingkah laku dan hubungan- hubungan antar manusia
dalam masyarakat. Tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk menciptakan
kondisi yang tertib dan aman sehingga sejalan dengan kondisi yang diharapkan.
Hukum yang berhasil adalah hukum yang dapat diterapkan dengan baik dan
masyarakat mematuhi hukum tersebut serta menjalankannya sebagai suatu
kesadaran diri. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran hukum dari setiap orang

sehingga hukum dapat terlaksana dengan baik.
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Kesadaran hukum ialah kesadaran akan nilai-nilai yang ada di dalam diri
setiap orang mengenai hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada, yang
ditekankan dalam hal ini ialah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan
penilaian hukum terhadap suatu kejadian yang konkrit di dalam kehidupan
masyarakat (Soekanto, 1982: 152). Kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada
diri setiap orang. Setiap orang dianggap mengerti akan undang-undang agar
manusia sadar dan yakin bahwa kaedah hukum itu untuk melindungi kepentingan
bersama. Sama halnya ketika suatu peraturan yang telah dibuat tetapi tidak ada
yang mematuhinya, maka hukum tersebut bagaikan mati dan tidak berfungsi
sebagaimana mestinya untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Sehingga akan
menimbulkan kekacauan dan ketidaktertiban yang berakibat pada hal-hal yang
bersifat anarkis.

Peraturan yang dasar misalnya adalah peraturan berlalu lintas yang terutama
mengatur masalah-masalah non spritual atau netral. Salah satu peraturan berlalu
lintas ketika hendak berkendara adalah harus mempunyai Surat 1zin Mengemudi
yang selanjutnya dapat disingkat SIM. Kepemilikan SIM diatur dalam Pasal 77
ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang
yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai
dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Setiap orang yang berkendara agar mendaptkan kepastian dan perlindungan
kepentingan secara hukum harus memiliki SIM sebagai suatu instrumen yang sah
dalam berlalu lintas di jalan raya. SIM mempunyai arti penting bagi pengendara
kendaraan dalam upaya menciptakan ketertiban. Menurut Pasal 86 Undang-
Undang No. 22 Tahun 2009 (dalam Suhartono, 2015) SIM memiliki beberapa
fungsi dan antara lain adalah:

1. SIM memiliki fungsi sebagai suatu bukti kompetensi dari pengemudi bahwa
telah layak untuk berkendara di jalan raya.

2. SIM memiliki fungsi memuat keterangan lengkap mengenai identitas
pengemudi karena telah melakukan registrasi pengemudi kendaraan bermotor.

3. Data yang terdapat pada registrasi pengemudi kendaraan bermotor dapat

digunakan guna mendukung upaya pihak kepolisian dalam melakukan
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penyelidikan, penyidikan serta identifikasi forensik (http://jurnal.untag-
sby.ac.id/index.php/dih/article/view/443), diakes pada pada 25 September 2020.

Dari beberapa penjelasan mengenai beberapa fungsi SIM, kita dapat
mengetahui pentingnya kepemilikan SIM bagi pengendara kendaraan bermotor
adalah sebagai identitas pengendara, syarat untuk dapat berkendara, serta bukti
bahwa seseorang telah mampu berkendara dengan baik sesuai prosedur.

Kendaraan yang sering digunakan biasanya adalah kendaraan bermotor roda
dua, jika ingin menggunakan kendaraan roda dua maka pengemudi atau
pengendara harus mempunyai SIM C. Melihat fenomena yang sering kali kita
saksikan dan Kkita ketahui bahwa banyak dari golongan mahasiswa yang
mengendarai sepeda motor di jalan raya baik untuk aktivitas di lingkungan
kampus maupun di luar lingkungan kampus belum memiliki SIM C sebagai syarat
berkendara. Hal tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa banyak mahasiswa
belum sepenuhnya taat pada peraturan hukum karena kesadaran hukum pada diri
masih rendah. Tentunya berbanding terbalik dengan harapan yang diinginkan
terkhusus bahwa mahasiswa adalah orang-orang yang terdidik mempunyai
pemikiran dan gagasan yang lebih terkait wawasan dan pengetahuan hukum.
Sebagai seorang mahasiswa diharapkan paham betul terhadap hukum yang
berlaku di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu dalam penelitian ini mahasiswa
dijadikan sebagai subjek penelitian terkait kesadaran hukum terhadap kepemilikan
SIM C.

Alasan lain mengapa mahasiswa di perguruan tinggi yang menjadi subjek
dalam penelitian juga diungkapkan oleh J. Fischer dalam buku Soekanto (1982:
14) bahwa perguruan tinggi berfungsi:

1. Sebagai salah satu lembaga yang merupakan pelopor perubahan.

2. Sebagai lembaga yang merupakan sarana untuk mengadakan mobilitas sosial.
3. Sebagai suatu lembaga dimana proses sosialisasi berlangsung secara formal.
4. Sebagai tempat dimana terjadinya akulturasi.

5. Salah satu pusat pendidikan elit mendatang.
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Dari beberapa poin di atas dapat diketahui bahwa universitas atau perguruan
tinggi di satu pihak menjadi lembaga yang berfungsi sebagai sarana untuk
menjalankan sosialisasi dan di lain pihak perguruan tinggi juga berfungsi sebagai
pelopor perubahan bagi masyarakat dan negara. Sehubungan dengan fungsi
universitas atau perguruan tinggi tadi telah diidentifikasi beberapa ciri golongan
mahasiswa yang membedakannya dengan golongan-golongan lain dalam
masyarakat, sebagai berikut.

1. Para mahasiswa mempunyai suatu kecenderungan yang kuat untuk
menafsirkan norma-norma dan nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka
secara mutlak. Keadaan-keadaan maupun kenyataan-kenyataan yang ada
dalam masyarakat dikritik, oleh karena dianggap tidak sesuai dengan cita-
cita murni dari masyarakat maupun mahasiswa sendiri. Golongan-
golongan lain lebih menganut etika tanggung jawab yang menyangkut
akibat daripada tindakan-tindakan.

2. Kedudukan dan peranan sebagai mahasiswa sifatnya sementara oleh
karena dibatasi oleh waktu yakni setelah mereka menyelesaikan
pelajarannya.

3. Mahasiswa sangat terpengaruh oleh nilai-nilai golongan intelektual.

4. Mahasiswa condong atau cenderung untuk berorientasi pada kelompok
keluar (out-group) sebagai ukuran-ukuran perbandingan, daripada orientasi
terhadap lingkungan sendiri.

5. Peranan yang sangat besar dari mahasiswa adalah mematangkan
keadaan bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial.

6. Walaupun tujuan yang hendak dicapai mahasiswa bersifat idealistis,
akan tetapi seringkali tujuan tersebut hendak dicapai dengan cara-cara
yang menyimpang atau bahkan bertentangan dengan norma-norma serta
nilai-nilai yang berlaku (Soekanto, 1982: 14-15).

Setelah melihat beberapa golongan mahasiswa, kuat dugaan bahwa
mahasiswa memiliki perbedaan dengan golongan lain misalnya masyarakat biasa,
baik dalam pola pikir dan intelektualnya. Mahasiswa memilik peran besar yaitu
sebagai agen perubahan sosial (agen of change), mahasiswa sebagai kontrol sosial
(social control)yang kerapkali mengkritisi perubahan yang tidak sejalan dengan
pemikiran dan cita-cita idealisnya di dalam masyarakat, serta mahasiswa berperan
sebagai generasi penerus bangsa (iron stock).

Keterkaitan mahasiswa dengan hukum adalah mahasiswa sebagai bagian

dari generasi muda penegak hukum dan dari para mahasiswa pula diharapkan
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adanya teladan kepatuhan dan kesadaran terhadap hukum sebagai kaum yang
terdidik. Selanjutnya dari hasil pemaparan informasi di atas, hal tersebut yang
melatarbelakangi peneliti tertarik untuk meneliti mengenai tingkat kesadaran
hukum dari mahasiswa berkenaan dengan SIM C.

Penelitian yang relevan mengenai kesadaran hukum terhadap kepemilikan
SIM C pernah dilakukan oleh Digdani (2012) dalam tulisannya
(https://studylibid.com/doc.1147015/kesadaran-hukum-masyarakat-dalam-
pembuatan) diakes pada pada 25 September 2020, dengan judul “Kesadaran
Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat lzin Mengemudi (SIM) C di

Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes”. Dari
penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa tingkat daripada kesadaran
hukum di kelurahan tersebut relatif tinggi, hal tersebut ditunjukkan dengan
indikator-indikator tertentu bahwa masyarakat memiliki tingkat pengetahuan,
pemahaman, sikap serta pola perilaku hukum yang tinggi. Selain itu terdapat
faktor-faktor yang cenderung memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat
dalam pembuatan SIM C yakni; tingkat pendidikan masyarakat yang berpengaruh
positif, maksudnya adalah semakin tinggi taraf jenjang pendidikan berbanding
lurus dengan semakin tinggi juga tingkat kesadaran hukum masyarakatnya dalam
membuat SIM C; selanjutnya faktor motivasi yang berpengaruh secara signifikan,
maksudnya adalah tingginya motivasi masyarakat dalam membuat SIM C
mencerminkan semakin tingginya kesadaran hukum dari masyarakat; kemudian
faktor taraf ekonomi masyarakat yang tidak berpengaruh secara positif,
maksudnya taraf ekonomi tidak menjadi dasar dalam mendorong kesadaran
hukum masyarakat dalam membuat SIM C.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan Sitobang (2014) dalam tulisannya
(http://digilib.unimed.ac.id/18124/) diakes pada 25 September 2020, dengan judul

“Kajian tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kepemilikan Surat Izin
Mengemudi (SIM) Demi Tercapainya Ketertiban Lalu Lintas di Wilayah Hukum
Polresta Pematangsiantar”. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil
bahwa ketertiban lalu lintas tercapai melalui adanya kesadaran hukum dari

masyarakat dimana hal tersebut saling berkaitan. Maksudnya adalah kompetensi
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pengendara berpengaruh terhadap terciptanya ketertiban lalu lintas jalan. Pada
penelitian ini, memberikan hasil bahwa di Kelurahan Bah Kapul, terkait dengan
kesadaran hukum dalam kepemilikan SIM C vyaitu cukup baik. Didapatkan hasil
bahwa dari keseluruahan responden yang berjumlah 53 orang, terdapat 41 orang
atau sekitar 77,36% sudah memiliki SIM C, selanjutnya terdapat 12 orang atau
sekitar 22,64% tidak atau belum memiliki SIM C. Adapun sebagian masyarakat
yang tidak memiliki SIM disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; kurangnya
perhatian oran tua terhadap anak dalam mengemudi, adanya anggapan dalam
masyarakat bahwa SIM tidak harus dimiliki. Dari penjelasan tersebut bahwa dapat
dilihat indikator-indikator kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum
Polresta Pematangsiantar masih belum baik, misalnya dalam hal pengetahuan
hukum masyarakat, pemahaman isi hukum, sikap hukum serta pola perilaku
hukum masyarakat.

Selanjutnya penelitian oleh Sidabungke (2017) dalam tulisannya
(http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/28017) diakes pada 25 September 2020,

dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin
Mengemudi (SIM) C di Desa Marluba Kecamatan Simanindo Kabupaten
Samosir”. Penelitian ini memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa di Desa
Marluba, tingkat daripada kesadaran hukum dalam membuat SIM C oleh
masyarakat yaitu relatif sedang. Indikator-indikator yang membuktikan kesadaran
hukum masyarakat antara lain; tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum yang
relatif tinggi, selanjutnya sikap dan pola perilaku hukum masyarakat yang relatif
sedang.

Dari beberapa hasil penelitian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa
kesadaran hukum merupakan hal yang sangat menentukan berjalannya hukum di
kehidupan negara hukum. Kesadaran hukum dalam kepemilikan SIM C dapat
diukur melalui indikator-indikator antara lain; pengetahuan hukum, pemahaman
hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Kesadaran hukum setiap orang
tentu berbeda-beda ada yang kesadaran hukumnya tinggi, sedang ataupun redah.
Hal demikian dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada seperti tingkat

pendidikan, motivasi, ekonomi, usia ataupun lingkungan.
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Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada tanggal 9 April
2020 dengan memberikan kuisioner melalui google form terhadap 20 orang
mahasiswa aktif di Program Studi PPKn FKIP UNSRI yang menggunakan
kendaraan bermotor dalam aktivitas lalu lintas menunjukkan data bahwa dari 20
orang mahasiswa terdapat 7 (35%) orang mahasiswa tidak memiliki SIM C
padahal mereka mengendarai kendaraan bermotor di lalu lintas.

Pada dasarnya 20 (100%) orang mahasiswa yang menjadi responden
mengetahui sepenuhnya bahwa SIM C merupakan syarat wajib bagi pengendara
kendaraan bermotor, mereka berpendapat bahwa SIM C sebagai bukti registrasi
pengendara karena telah lulus kualifikasi untuk berkendara di lalu lintas atau jalan
raya. Tetapi 10 (50%) orang mahasiswa tidak mengetahui undang-undang yang
mengatur hal tersebut, yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan
Angkutan jalan. Kemudian 3 (5%) orang mahasiswa tidak mengetahui kegunaan
dari SIM C, 17 (85%) orang mahasiswa yang mengetahui kegunaan SIM C
berpendapat bahwa SIM C berguna sebagai kelengkapan dalam berkendara,
sebagai kompetensi pengendara, serta agar terhindar dari razia tilang yang
dilakukan oleh pihak kepolisian.

Selanjutnya 8 (40%) orang mahasiswa berpendapat bahwa dalam
memperoleh atau untuk memiliki SIM C belum berjalan dengan prosedur karena
masih banyak yang memperoleh SIM C dengan cara yang tidak sesuai prosedur.
Misalnya melalui SIM tembak, artinya memperoleh SIM tidak melalui ujian teori
dan praktik serta persyaratan lainnya, terbukti bahwa dari 20 orang mahasiswa
yang menjadi responden terdapat 10 (50%) orang mahasiswa tidak memenuhi atau
tidak mengikuti persyaratan administrasi ataupun teknis dalam membuat SIM C.
Persyaratan untuk memperoleh atau memiliki SIM C pada saat ini rata-rata
responden berpendapat bahwa persyaratan tersebut terlalu rumit dan beban biaya
yang dikenakan terbilang cukup mahal, sehingga membuat sebagian orang
menjadi malas atau enggan untuk membuat SIM C.

Dalam realita saat ini tidak jarang kita jumpai pengendara kendaraan
bermotor tidak mempunyai SIM C meskipun berlalu-lalang di lalu lintas jalan
raya, rata-rata responden mengungkapkan bahwa orang yang mengendarai
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kendaraan bermotor tetapi tidak memiliki SIM C adalah menyalahi aturan dan
tidak seharusnya mengemudikan kendaraan, karena dapat membahayakan diri
sendiri dan orang lain sebab belum lulus atau teruji kualifikasinya sebagai
pengendara.

Deskripsi hasil studi pendahuluan di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1. 1 Hasil Studi Pendahuluan

No. Responden Keterangan Hasil Studi Pendahuluan
(Jumlah)

1. 20 Mengetahui SIM C merupakan syarat wajib bagi

pengendara kendaraan roda dua

2. 7 Tidak memiliki SIM C

3. 10 Tidak mengetahui UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

4. 3 Tidak memahami kegunaan SIM C

5. 8 Berpendapat bahwa prosedur untuk memperoleh/

memiliki SIM C belum sesuai ketentuan

6. 10 Pada saat membuat SIM C tidak sesuai dengan prosedur
(tidak mengikuti ujian teori dan praktik)

Sumber: Data primer diolah peneliti, Tahun 2020

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan muncul pertanyaan bagaimana
sebenarnya tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap kepemilikan SIM C di
Program Studi PPKn FKIP UNSRI? Sehingga untuk menjawab pertanyaan
tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Tingkat
Kesadaran Hukum Mahasiswa Prodi PPKn FKIP UNSRI dalam Memenuhi
Kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C ™.



Universitas Sriwijaya

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi
rumusan masalah peneliti ialah “bagaimana Tingkat Kesadaran Hukum
Mahasiswa Prodi PPKn FKIP UNSRI dalam Memenuhi Kewajiban Memiliki
Surat Izin Mengemudi (SIM) C ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka yang menjadi
tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Tingkat Kesadaran Hukum
Mahasiswa Prodi PPKn FKIP UNSRI dalam Memenuhi Kewajiban Memiliki
Surat Izin Mengemudi (SIM) C .

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan kesadaran hukum mahasiswa
terkhusus dalam kepemilikan Surat 1zin Mengemudi (SIM) C.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sumber informasi
ilmiah bagi para peneliti dalam meneliti masalah-masalah yang sejenis.
1.4.2 Secara Praktis
1.4.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan tugas akhir dalam
mencapai gelar sarjana di Program Studi PPKn FKIP UNSRI. Selanjutnya dengan
adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta
pemahaman peneliti mengenai kesadaran hukum, sehingga menjadi pelajaran bagi
peneliti untuk selalu taat dan sadar akan hukum yang ada dan berlaku.
1.4.2.2 Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi mahasiswa untuk
dapat meningkatkan kesadaran hukum berkaitan dengan kepemilikan Surat 1zin
Mengemudi (SIM) C.
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1.4.2.3 Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai masukan
serta landasan dalam membangun kerjasama antar lembaga terutama lembaga
kepolisian serta pihak universitas dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran
hukum mahasiswa mengenai kepemilikan Surat 1zin Mengemudi (SIM) C yang

merupakan syarat bagi pengendara dalam berlalu lintas.

10
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